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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh 

positif dan negatif, ibaratnya seperti pedang bermata dua, pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi 

peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan 

teknologi  ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-

perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai 

kepentingan hukum orang, masyarakat, dan negara1.Sedangkan istilah 

Telematika berasal dari Perancis yang merupakan asal kata Telematique yang 

menggambarkan perpaduan sistem jaringan komunikasi dan teknologi 

informasi. Sementara yang dimaksud dengan teknologi iniformasi hanyalah 

merujuk pada perkembangan perangkat-perangkat pengolah informasi. 

Perkembangan selanjutnya dalam praktik, istilah telematika diartikan sebagai 

telekomunikasi dan informatika (Telecomunication and informations) yang 

merupakan perpaduan antara komputer (computing) dan 

komunikasi(communication)2. 

“Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan 

memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat,  tepat dan 

akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas”3. “Perkembangan 

teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan 

yang berbasis pada teknologi ini, seperti e-government, e-commerce, 

education, e-medicine, e-laboratory, dan lainnya, yang kesemuanya itu 

berbasiskan elektronika”4. Menurut. IBR. Supancana, “ penyalahgunaan data 

pribadi tentu dapat merugikan subjek data. Penyalahgunaan data apabila 

                                                             
1Adam chazawi. Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi 

Informasi Dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi). 2005. h. 1. 
2Edmon Makarim. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta:Raja Grafindo persada.2004. 

h..3. 
3 Ahmad M.Ramli. H.Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia. Penerbit 

Armico. Bandung.  2006. h. 1. 
4 Wardiana. Aspek-Aspek Pemanfatan ITE. 2002. h. 1. 
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bersifat pribadi yang merupakan privasi seseorang bisa diperoleh orang lain 

tanpa seizin data subject dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan bagi 

data subject”.Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam 

Undang Undang Republik Indonesia  No. 19 Tahun 2016 Peubahan atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disingkat dengan UU ITE), meliputi 

perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara 

sistem elektronik, dan perlindungan dari akses ilegal. Terkait perlindungan 

data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan 

bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus 

mendapat 7 persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang 

melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. 

Ketentuan Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut: 

(1)  Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan 

setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi 

seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. 

(2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan 

berdasarkan undang-undang ini. 

(3) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di 

bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdsarkan 

penetapan pengadilan. 
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(4) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme 

penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak 

relevan sesuai dengan ketemtuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

diatur dalam peraturan pemerintah. 

Penjelasan Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah 

satu bagian dari hak pribadi. Sedangkan, definisi data pribadi dapat dilihat 

dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yaitu data 

perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta 

dilindungi kerahasiaan5.Pada era sekarang ini banyak yang mulai terganggu 

dengan penyalahgunaan data pribadi khususnya konsumenu pengguna jasa 

gojek dengan  adanya teror dari pihak ketiga atau pihak pengendara gojek 

tersebut, artinya dalam hal ini dengan hanya bermodal nama, nomor telepon 

dan alamat itu bisa digunakan sebagai ladang bisnis. Ancaman 

penyalahgunaan data pribadi konsumen semakin hari semakin menakutakan 

dengan munculnya berbagai macam layanan yang menjual jasa yang 

mempermudah para konsumen untuk pergi kemana saja dan makan apapun 

tanpa harus repot antri tinggal mengklik pada aplikasi Gojek dan akan muncul 

berbagai layanan yang disediakan seperti Go-Ride, Go-Car, Go-food, Go-

Mart, GO-Send, Go-Box, Go-Massage, Go-Clean, Go-Glam, GO-Tix, Go-

Busway pada handphone konsumen. PT. Gojek Indonesia didirikan pada 

tahun 2011 oleh Nadiem Karim dan Michaelangelo Moran. Perusahaan ini 

bergerak di bidang jasa layanan transportasi sebagai perantara yang 

menghubungkan antara para pengendara Gojek dengan pelanggan. Pada 

Januari 2015, perusahaan meluncurkan aplikasi mobile Gojek berbasis 

location-based search untuk telepon genggam berbasis android dan iOS 

(apple). Melalui aplikasi ini, pengendara Gojek dapat melihat order yang 

masuk dan lokasi pemesannya untuk ditanggapi, dan pelanggan dapat 

memantau posisi pengendara ojek yang menanggapi order. Gojek telah 

beroperasi di daerah Jabodetabek dan Surabaya pada Tahun 2015. Jasa dan 

layanan Gojek berkembang tidak hanya sebagai transportasi orang (transport), 

tetapi juga dapat digunakan sebagai pengantar barang, dokumen, ataupun 

paket (instant courier),  sebagai mitra perusahaan online maupun offline yang 

membutuhkan pengantaran pada hari yang sama (shopping), bahkan yang 

                                                             
5 Maskun. Kejahatan Siber (Cyber Crime). KENCANA  Prenada Group. 2013.h. 34. 
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terbaru dapat digunakan sebagai pengantar makanan yang dipesan (food 

delivery)6.  

 

Namun dalam penelitian ini penulis hanya akan meneliti mengenai 

permasalahan ketika pelaku usaha wanprestasi pada konsumen yang 

menggunakan jasa antar makanan atau yang disebut dengan Gofood. 

Perlindungan terhadap privasi informasi atas data pribadi di Indonesia masih 

lemah, Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penyalahgunaan data 

pribadi seseorang, tanpa sepengtahuan dari pemiliknya, misalnya saja pada 

saat konsumen  mengunduh aplikasi GoJek pertama kali pada handphone 

maka  akan diminta terlebih dahulu data pribadi konsumen seperti nama, 

nomor telepon, dan alamat email . Sebelum konsumen menikmati layanan 

yang ada pada aplikasi tersebut, secara tidak langsung konsumen  telah 

memberikan akses masuk dan menyetujui pemilik jasa dengan mudah 

mengakses data pribadi milik konsumen7.Walaupun demikian, konsumen 

berhak sebagai pribadi setelah memberikan data untuk mendapatkan jaminan 

atas perlindungan kerahasiaan data. Kalau kita bisa membuktikan bahwa 

perusahaan yang meminta data membocorkan atau bahkan menjual belikan 

data pribadi dan berdampak pada kerugian pada pemilik data, pemilik data 

berhak menuntut. Tindakan menyerahkan data kepihak ketiga sudah masuk 

ilegal. Ketika konsumen  mengisi data pada aplikasi, pemilik jasa berhak 

untuk memberikan data dari konsumen kepada pihak yang menjalankan 

usahanya atau driver, tapi bukan berarti konsumen memberikan hak pada 

pemilik jasa untuk menyebarluaskan datanya8.Dalam hal ini konsumen bisa 

menuntut perusahaan secara perdata maupun pidana kepada pihak yang 

membocorkan data pribadi kepada pihak ketiga. Para pakar Teknologi 

Informasi menganggap Pasal 26 UU ITE memiliki kelemahan. Kelemahannya 

adalah tidak adanya perlindungan kepada pelanggan yang data pribadinya 

digunakan untuk tujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan tertentu9. 

Dalam artikel MonitorDay.com peneliti menemukan sebuah artikel yang 

dijabar oleh seorang programmer bernama Yohanes Nugrohoro seorang 

mantan administrator di ITB yang sekarang ia tinggal di Chiang Mai, 

Thailand. Yohannes menemukan sebuah bug (celah) di aplikasi Gojek yang 

bisa di eksploitasi untuk pencurian data user dan pengendara serta mengubah 

data. “Menurut saya mereka (pihak Gojek) sangat mengejar fitur baru dan 

sampai mengabaikan security. Padahal perbaikan bisa dilakukan pelan-pelan 

dalam jangka waktu 6 bulan sejak dilaporkan”, ujar Yohanes. Yohanes 

pertama kali kali melaporkan soal bug (celah) di sistem Gojek ini pada 

                                                             
6www.go-jek.com, diakses pada tanggal 29 september 2016 hari kamis pukul 17:45 wib 
7 Abdul Wahid Dan Mohammad Labib. Kejahatan Mayatara (Cyber Crime),Penerbit 

Refika Aditama. 2005. Bandung. h. 3. 
8Dedi Soemardi.  Sumber-sumber Hukum Positif . Penerbit Alumni.1986.  Bandung. h. 4. 
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Agustus 2015. “Saat itu, pihak Gojek sudah memberi respon dan mengaku 

akan segera menambalnya. Namun sayangnya, sampai sekarang Yohanes 

masih menemukan bug (celah ) yang dilaporkannya tersebut dan masih 

mengancam privasi keamanan konsumen dan pengendara gojek. Privasi 

sendiri sudah sangat besar dampaknya, history pesanan bisa berisi alamat 

rumah, sekolah, dsb, ini sangat rawan dimanfaatkan oleh orang jahat. Dalam 

penemuan ini mudah sekali mengakses data diri pengguna Gojek bahkan 

ribuan pengendara Gojek10. Suatu aspek yang menarik dari upaya 

perlindungan konsumen adalah kenyataan bahwa hak dan kewajiban 

konsumen harus diproteksi dari tindakan sepihak pelku usaha. Karena itu, 

sudah waktunya menuntut kesadaran kolektif mereka atas tanggung jawab 

hukum (product liability).Saefullah mencatat bahwa harus ada sikap penuh 

kehati-hatian (precision) dari para pelaku usaha dalam hal menjaga kualitas 

produk, penggunan bahan maupun kehati-hatian kerja. Rendahnya tinggat 

kesadaran dan tanggung jawab sebagai produsen akan berkibat fatal sekaligus 

menghadapi risiko bagi sustanbilitas dan kreditibilitas usahanya11. Akibat dari 

hal  negatif dari lemahnya perlindungan atas data pribadi diantaranya yaitu 

terjadinya penyalahgunaan data dan informasi pribadi konsumen secara 

melawan hukum, pencurian data dan informasi pribadi untuk melakukan 

kejahatan lain, pemalsuan dalam berbagai dimensinya, kesulitan dalam 

penanganan dan pembuktian kejahatan, serta munculnya kesulitan dalam 

pelacakan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pembuktian 

kejahatan”12.  

 

“Dengan demikian, pemerintah bersama pelaku dunia usaha perlu 

mengembangkan hukum perlindungan privasi. Selain itu, juga harus ada tindakan 

preventif dari setiap orang, untuk melindungi data pribadinya masing-masing”13. 

“Selama ini belum ada undang-undang yang mengatur secara rinci atau khusus 

mengenai perlindungan data pribadi. Dalam bukunya BoeleWoelki berpandangan 

bahwa keterlibatan langsung pemerintah dan undang-undang dalam masalah data 

                                                             
10MonitorDay.com diakses pada selasa tanggal 18 oktober 2016 pada pukul 13:25 wib 
11 E.Saefullah.Tanggung Jawab Produsen (Product Liability) Dalam Era Perdagangan 

Bebas.Penerbit Angkasa. Bandung. 1998. h. 262. 
12Adami Chazawi.Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Penerbit PT .Raja Grafindo Persada. 

Jakarta.2005. h. 18. 
13Supancana. 2000 .data protection. h. 34.  
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pribadi merupakan sesuatu yang dibutuhkan khususnya dalam menyelesaikan 

sengketa yang timbul dibidang telematika”14. 

1.2.RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen 

pengguna jasa Gojek? 

2. Apa akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian Gojek ? 

1.3.TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan bentuk perlindungan 

hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna jasa Gojek 

2. Untuk mengetahui,  memahami, dan menjelaskan akibat hukum apabila 

terjadi wanprestasi dalam perjanjian Gojek 

1.4.MANFAAT PENELITIAN  

a. Teoritis  

Penelitian yang dilakukan ini ialah secara teoritis berguna dalam 

pengembangan hukum informasi dan telekomonikasi yang terkait dengan 

perlindungan data pribadi pada umumnya . 

b. Praktis  

Penelitian yang dilakukan secara  praktis adalah diharapkan dengan 

ini agar supaya bermanfaat bagi penegak hukum khususnya para pelaku 

usaha dan masayarakat luas dalam hal ini ialah bertindak sebagai 

konsumen.

                                                             
14Boele-woelki dkk. Internet:Which Court Decindes. which law applies. Kluwer law  

international. The haque. London Boston1998. h.preface. 
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1.5. ORISINALITAS 

NAMA JUDUL TAHUN RUMUSAN MASALAH HASIL PENELITIAN 

RILDAYANTI 

MEDITA 

Perlindungan 

hukum bagi 

nasabah terhadap 

keamanan data 

pribadi nasabah 

dalam layanan 

internet banking 

2014 1. Bagaimana perbandingan pengaturan 

regulasi Perlindungan Data di Uni Eropa 

dan Malaysia dengan Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik? 

2. Bagaimana Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik melindungi data 

pribadi dari pengguna Komputasi Awan di 

Indonesia? 

3. Bagaimana tanggung jawab penyedia 

layanan komputasi awan terhadap 

perlindungan? data pribadi pengguna 

layanan komputasi awan 

perlindungan terhadap data pribadi 

nasabah dilakukan melalui pendekatan 

self regulation dan government 

regulation. Perlindungan terhadap 

penyelesaian sengketa dilakukan 

dengan tersedianya beberapa pilihan 

media baik melalui jalur pengadilan 

maupun melalui pengadilan dari 

keamanan perlu juga ditingkatkan 

terutama mulai dari sistem peralatannya 

dalam pengoperasian website, PIN, 

User ID, dan pencegahan terhadap 

virus. 

7
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RADIAN ADI 

NUGRAHA 

Analisis yuridid 

mengenai 

perlindungan data 

pribadi dalam 

cloud computing 

system  ditinjau 

dari undang-

undang informasi 

dan transaksi 

elektronik  

2012 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi 

nasabah terhadap keamanan data pribadi 

nasabah dalam layanan internet banking? 

2. Upaya hukum apa saja yang harus dilakukan 

oleh nasabah jika data pribadi nasabah 

dalam layanan internet banking tidak 

terlindungi? 

Indonesia belum memiliki Undang-

undang yang khusus membahas 

mengenai privasi dan perlindungan data 

pribadi. Tetapi perlindungan privasi dan 

data pribadi dapat ditemukan di 

beberapa peraturan perundang 

undangan. Dari beberapa penyedia 

layanan komputasi awan dimana 

penyedia layanan komputasi awan 

menghormati, melindungi dan tidak 

akan mengungkapkan data pribadi 

pengguna layanan komputasi awan 

tanpa adanya persetujuan dari pengguna 

layanan. Hal ini tentu selaras dengan 

maksud dan tujuan dari rumusan Pasal 

8
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26 UU ITE. Sedangkan apabila terjadi 

malfungsi dari sistem komputasi awan 

yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 

layanan maksimal kepada pengguna 

layanan, maka berdasarkan Service 

Contract Agreement dan Service Level 

Agreement penyedia layanan komputasi 

awan (dalam hal ini Biznet Networks) 

akan mengganti hingga 30 (tiga puluh) 

persen dari jumlah total tagihan dalam 

satu bulan. Di lain sisi apabila data 

pribadi pengguna layanan komputasi 

awan dicuri dan/atau dibobol oleh 

tindakan hacking dan/atau tindakan lain 

yang diluar kendali dari penyedia 

9
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layanan maka penyedia layanan 

komputasi awan tidak bertanggung-

jawab atas kewajiban yang ditimbulkan 

dari gangguan tersebut dengan 

sebelumnya memberitahukan keadaan 

tersebut secepatnya kepada pelanggan 

1
0
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1.6. METODE PENELITIAN 

a. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti 

adalah jenis penelitian Hukum Normatif (normative law research) atau 

disebut juga penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif artinya 

ialah penelitian yang ditunjukan pada peraturan- peraturan tertulis dan 

penelitian ini sangat erat hubungannya terhadap perpustakaan karena 

penelitian ini membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada 

perpustakaan, dan menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk 

perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai 

norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan 

perilaku setiap orang15 .  

Dalam penelitian normatif ini, peneliti  meneliti tentang bentuk perlindungan data 

pribadi konsumen Gojek dan upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir 

kebocoran data pribadi yang dikaikan dengan perundang-undang yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

b. Metode Pendekatan  

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan ( Statute Aprroach) 

“Metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami hirarki 

perundang-undangan dan asas-asas yang ada didalam peraturan perundang-

undangan”16, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

 

                                                             
15 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Cetakan Ke 6.Edisi Pertama. Kencana. h. 
16 Ibid. h.93 
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2. Pendekatan Konseptual ( Conseptual Approach) 

“Pendekatan konseptual merupakan suatu penelitian yang dilakukan karena 

belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”17. Misalnya, 

dalam hal mengemukakan konsep hukum mengenai aturan tentang 

penyalahgunaan  Data Pribadi yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Namun dalam 

Rancangan Undang-Undang Data pribadi sudah memuat aturan mengenai 

Penyalagunaan Data Pribadi yang dapat dijadikan dasar ketika terjadi 

permasalahan mengenai penyalahgunaan data pribadi. 

c. Sumber dan Jenis bahan hukum 

1. Primer  

“Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau 

yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim”18. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain:  

1. Undang-Undang Dasar NRI 1945 

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok 

Kearsipan  

3. Undang –undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan 

4. Undang –undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi 

                                                             
17 Ibid.h. 94 
18 Ibid. h. 95 
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5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen  

2. Sekunder 

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang berupa 

publikasi hukum yang tidak resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang 

terutama adalah buku-buku hukum seperti skripsi, tesis dan disertasi hukum 

serta jurnal-jurnal hukum. Selain itu Rancangan Undang-Undang pun juga  

masuk kedalam bahan hukum sekunder . kegunaan bahan hukum sekunder 

adalah memberikan peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti 

melangkah.Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

a) Jurnal 

b) Buku 

c) Rancangan Undang-Undang (RUU) 

 

3. Tersier  

Bahan hukum tersier ini merupakan jenis bahan di luar hukum yang 

mencangkup seperti kamus-kamus di luar hukum yang ada relevannya 

terhadap penelitian penulis. 

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan cara penelitian 

kepustakaan ( Library research ) atau disebut juga studi dokumen yang 

meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi kepustakaan yang 

dimaksud dalam penelitian ini yang diterapkan dengan mempelajari  dan 

menganalisis secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan 

Data Pribadi. 

Tahap –tahap pengolahan bahan hukum adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum 

lainnya yang relevan dengan objek penelitian. 

b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media 

cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Menyediakan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang 

di bahas. 
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d. Menganalisis bahan hukum yang relevan tersebut untuk menyelesaikan 

masalah yang menjadi objek penelitian19. 

 

d) Analisis Bahan Hukum 

“Bahan hukum yang ada disususn secara sistematis menggunakan metode 

silogisme. Metode silogisme dilakukan dengan cara membaca, menafsirkan dan 

membandingkan. Selain itu dianalisis dri hal yang bersifat umum kepada 

permasalahan yang lebih khusus”20  

1.7. PERTANGGUNGJAWABAN 

1. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA 

Pada penelitian ini pertanggungjawaban sistematika terdiri dari : 

A. Judul  

B. Bab I merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang 

masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, 

Orisinalitas, Metode penelitian,Pertanggungjawaban. 

C. Bab II merpakan bab Kajian Pustaka yang terdiri dari:  

1. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen yang terdiri 

dari: Pengertian perlindungan hukum, Bentuk-bentuk perlindungan 

hukum, Pengertian konsumen, Pengertian hukum perlindungan 

konsumen, Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen,  

Hak dan kewajiban konsumen menurut undang-undang nomor 8 

                                                             
19 Ibid.h.19-20 
20 Ibid. h.94-95 
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tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Asas-asas perlindungan 

konsumen, Manfaat Undang-undang perlindungan konsumen. 

2. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik E-commerce 

yang terdiri dari kontrak baku transaksi elektronik e-commerce 

dalam gojek, Klausula baku, Online Dispute Resolution(ODR), 

Proses dan tata cara jual kontrak jual beli. 

3. Aspek Kontrak Bisnis Dalam Klausula Baku 

4. Pengertian Mengenai Pelaku Usaha yang terdiri dari : Tanggung 

jawab produsen pelaku usaha 

5. Bebrapa Hal Yang Terkait Dengan Data Pribadi 

6. Pengaturan Penggunaan Data Pribadi Dalam Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi Dan Transaski Elektronik 

7. Sejarah Singkat Tentang Perkembangan Gojek Di indonesia 

D. Bab III merupakan bab Pembahasan  yang terdiri dari:  

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi konsumen 

Pengguna Gojek yang terdiri dari: Sejarah perkembangan transaksi 

elektronik, Sistem perjanjian on-line dalam gojek, Indonesia menganut 

tradisi hukum eropa kontinental, Aspek-aspek perjanjian on-line dalam 

gojek, Hukum perlindungan privasi berdasarkan peraturan undang-

undang di Indonesia. 
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2. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi yang terdiri dari: 

wanprestasi adalam  perjanjian , Pengertian wanprestasi menurut para 

ahli , bentuk-bentuk wanprestasi, sebab terjadinya wanprestasi, Akibat 

adanya wanprestasi 

Bab IV  Merupakan bab Penutup terdiri dari: Kesimpulan dan Saran 


